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BUPATI KLATEN  

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN  

NOMOR  1 TAHUN  2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 56 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  43  Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan 

bahwa pada Urusan Pemerintahan di bidang 

Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah, 

terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi 

bersifat khusus serta pusat Kesehatan Masyarakat 

sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang 

memberikan layanan secara profesional; 

b. bahwa kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Klaten belum mengatur struktur kelembagaan unit 

organisasi bersifat khusus dan unit organisasi bersifat 

fungsional, sehingga Peraturan  Bupati Klaten Nomor 

56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten dipandang tidak sesuai, 

sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

SALINAN 
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menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Klaten; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor  8 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 235); 

11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 
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(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 

56); 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 56 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 

56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2021 Nomor 56) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Klaten. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 
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9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 

10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Pimpinan adalah Kepala Dinas beserta Pejabat 

Struktural yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 

12. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya 

disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

13. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya 

disingkat UOBF adalah Puskesmas pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten. 

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat : 

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pelayanan Kesehatan; 

d. Bidang Sumber Daya Kesehatan; 

e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

f. Bidang Kesehatan Masyarakat; 

g. UPTD; 

h. UOBK; 

i. UOBF; 
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j. Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana. 

(2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

3. Diantara Bagian Kedelapan dan Kesembilan disisipkan 

dua bagian baru, yaitu Bagian Kedelapan A dan Bagian 

Kedelapan B, yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Bagian Kedelapan A 

UOBK 

 

Bagian Kedelapan B 

UOBF 

4. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan dua pasal 

baru, yakni Pasal 31 A dan Pasal 31 B, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 31 A 

(1) Pada Dinas terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai 

unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 

layanan secara profesional berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Rumah Sakit Daerah sebagai UOBK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik 

Daerah serta bidang kepegawaian.  

(4) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagai unit 

organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati tersendiri. 

 

Pasal 31 B 

(1) Pada Dinas terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat 
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sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang 

memberikan layanan secara profesional berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi 

bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

(3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai 

UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

 

5. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan  dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 9 Januari 2024 

BUPATI KLATEN, 

        Cap 

        ttd 

           SRI MULYANI 

   Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 9 Januari 2024  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

Ttd  

JAJANG PRIHONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 1 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

      ttd 

SRI RAHAYU  
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SEKRETARIAT 
 
 

KEPALA DINAS  
 

BIDANG 

PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN 

PENYAKIT 

SUBBAGIAN  
PERENCANAAN  

DAN PELAPORAN 

SUBBAGIAN  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

BIDANG  
SUMBER DAYA 

KESEHATAN 

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN 
 

 BUPATI KLATEN, 
         
 Cap  

ttd 
 

SRI MULYANI Keterangan : 

                   : Garis Komando 

-----------     : Garis Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BIDANG  

KESEHATAN 

MASYARAKAT 

BIDANG  

PELAYANAN 

KESEHATAN 

SUBBAGIAN  
KEUANGAN 

LAMPIRAN   
PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR  1  TAHUN 2024 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 56 
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI 
TUGAS  DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
KESEHATAN 

UPTD UOBK UOBF 

SALINAN 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

      ttd 

SRI RAHAYU  
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